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Penerapan peraturan daerah kota Palembang no 11 tahun 2010 tentang pajak hotel 
untuk menambah pendapatan asli daerah kota Palembang di bidang pajak hotel khususnya 
rumah kos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel 
atas rumah kos terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode deskriftif. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. 
Teknis analisis menggunakan analisis kontribusi dan analisis regresi linear sederhana. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel atas rumah kos setiap tahunnya 
mengalami fluktuasi tahun 2011 sebesar 0.098%, tahun 2012 sebesar 0.088% dan tahun 
sebesar 2013 0.12%  dan hasil  regresi sederhana t hitung sebesar 1.838 dengan nilai value 
sebesar 0.317 yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan dikarenakan kurangnya 
kesadaran wajib pajak rumah kos di kota Palembang. 
 
Kata kunci—Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hotel Kategori Rumah Kos. 
 
Abstract 
The application of Palembang city regulations No. 11 year 2010 about hotel taxes to 
increase Palembang city local revenues in the field of hotel taxes especially boarding house. 
This research aims to know how much the contribution of hotel taxes on boarding houses 
towards Palembang local revenues is. Data analysis used is quantitative. The method used in 
research is descriptive. Data obtained by using hotel tax revenues data at the office of 
Palembang local revenues realization data at financial management board in the city of 
Palembang. Technical analysis used contribution analysis and simple linear regression 
analysis. The result of this research shows that hotel tax contribution on boarding houses 
fluctuates every year. In 2011 amounted to 0.098% in 2012 amounted to 0.08% and in 2013 
amounted  to 0.12% and simples regression result counted 1.838 with an equal value up to 
0.317 which doesn’t have any significant influence due to lack of awareness of tax payer 
towards boarding houses in the city of Palembang. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di maksud 
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah 
yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna penyelenggara pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat 
dan pelayanan pembangunan. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu daerah. 
Pendapatan asli daerah memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi 
dari suatu Kabupaten atau Kota, nilai pendapatan asli daerah sangat tergantung pada taxable 
capacity atau kapasitas perpajakan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Besaran pajak yang 
diterima pendapatan asli daerah mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi 
tidak bergerak, selama itu pula pendapatan asli daerah tidak dikembangkan oleh pemerintah 
daerah (Sugianto 2008, h.64) 
Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan 
otonomi pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan 
menetapkan Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Pemberian kewenangan dalam pengenan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapakan dapat 
lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli 
Daerah, khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah.   
Salah satu pajak daerah adalah pajak hotel. Hotel terdiri dari berbagai macam tingkatan, 
termasuk di dalamnya terdapat sebuah usaha rumah kos. Pajak rumah kos ditetapkan dalam 
pajak hotel dikarenakan tidak adanya peraturan yang lebih spesifik mengenai pajak rumah kos 
tersebut. Selama ini penerapan pajak kos-kosan hanya diberlakukan pada rumah kos-kosan yang 
memiliki kamar lebih dari 10 kamar yang ditarik pajak. Tarif yang diberlakukan dalam 
pembayaran pajak rumah kos adalah 10% dari jumlah nilai bruto persewaan. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi  Daerah  pasal 33 menyatakan, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi 
atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi dan Badan 
usaha yang mengusahakan Hotel. 
Pembangunan yang pesat di kota Palembang seperti kantor-kantor, sekolahan, dan 
universitas di kota Palembang menyebabkan banyaknya usaha-usaha rumah kos yang sangat 
baik bagi investasi didirikan disekitar daerah tersebut. Hal ini seharusnya membuat penerimaan 
yang cukup besar dengan pajak rumah kos tersebut terhadap pendapatan asli daerah kota 
Palembang, tetapi tingkat kesadaran Wajib Pajak rumah kos dalam membayar iuran pajak 
rumah kos masih rendah sehingga target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi dengan baik di 
karenakan Wajib Pajak masih menanyakan kemana alokasi iuran pajak yang mereka bayarkan. 
Perlunya sosialisasi pemerintah terkait dengan Wajib Pajak rumah kos sehingga Wajib Pajak 
dapat membayarkan iuran pajak tersebut terhadap dinas pendapatan daerah. 
Pemerintah kota Palembang ingin merencanakan mulai tahun 2015 semua kos-kosan 
yang kamarnya kurang dari 10 kamar akan dikenakan iuran pajak juga. Penerapan ini dilakukan 
agar terwujudnya target Pendapatan Asli Daerah Palembang, sebab Dinas Pendapatan Daerah 
Palembang sendiri mencatat hingga akhir 2014, penerimaan pendapatan daerah (PAD) 
Palembang masih rendah. Banyak hotel yang berjenis kos-kosan yang tidak mempunyai izin 
sekaligus tidak membayar pajak,” ujar Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda 
Palembang. 
        Penerimaan rumah kos belum benar-benar terealisasi dengan baik dikarenakan baru 
diberlakukannya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2010 tentang pajak hotel yang dikenakan tarif 
pajak sebesar 10%. Pemerintah mulai melakukan pendataan sejak tahun 2010 dan kemudian 
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ditarik retribusinya mulai tahun 2011. Pihak dinas pendapatan kota Palembang mencatat ada 91 
wajib pajak kos-kosan tetapi baru taat wajib pajak hanya 51 pemilik kos-kosan. Masih belum 
tercapainya target penerimaan pajak tersebut pengusaha rumah kos belum mempunyai 
pemahaman yang memadai mengenai pajak hotel atas rumah kos sehingga realisasi pajak atas 
rumah kos belum sepenuhnya dapat mencapai target. 
       Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih 
lanjut dengan memilih judul sebagai berikut : “Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Atas 
Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” 
 
1.2 Ruang Lingkup Penelitian  
Dari latar belakang dan fenomena yang ditulis di atas, maka yang menjadi perumusan 
masalah adalah sebagai berikut : 
1. Seberapa besar kontribusi pemungutan pajak hotel atas rumah kos bagi pendapatan asli 
daerah kota Palembang ? 
2. Bagaimana pengaruh kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap pendapatan asli 
daerah kota Palembang ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk melihat berapa besar kontribusi 
pemungutan Pajak Hotel atas rumah kos yang tedaftar pada Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah agar dapat dijadikan bahan referensi dan sumber 
informasi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan untuk pihak DISPENDA Kota 
Palembang agar meningkatkan pendapatan pajak hotel. 
 
1.5 Landasan Teori  
1.5.1 Pajak 
Menurut Siti Resmi pajak secara luas dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang 
dilakukan oleh pemerintah melalui masyarakat berdasarkan Undang-Undang yang 
berlaku dan hasil yang digunakan demi pembiayaan pengeluran umum pemerintah demi 
pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa dan ditunjuk secara 
langsung agar dapat berfungsi mensejahterahkan masyarakat. 
 
1.5.2 Hukum Pajak 
Menurut Siti Resmi (2011, h.4) “hukum pajak secara umum adalah hukum yang bersifat 
publik dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk 
membayar ajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan 
seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas negara.” 
 
1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan Pajak menurut Siti Resmi (2011, h.11) bahwa dalam  memungut 
pajak dikenal bebarapa sistem pemungutan pajak, diantaranya adalah : 
a. Official Assesment System 
Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
kewenangan pegawai perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang 
terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang 
perpajakan yang berlaku. Inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak 




tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan 
( perenanan yang mencolok ada pada pegawai perpajakan). 
b. Self Assessment System 
Self Assessment System adalah sistem suatu pemungutan  pajak  yang memberi 
kewenangan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 
tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Inisiatif 
dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib 
pajak. Pajak mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan 
yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan 
arti pentingnya membayar pajak itu sendiri. Dengan demikian berhasil atau tidaknya 
pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri. 
c.   With Holding System 
With Holding System ialah sistem suatu  pemungutan pajak yang memberi 
kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-
Undang perpajakan yang berlaku. 
 
1.5.4 Teori Pemungutan Pajak 
 Menurut Siti Resmi (2011, h.5-6) terdapat beberapa teori yang menejelaskan justifikasi 
hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah : 
a.Teori Asuransi 
 Negara melindungi  jiwa supaya terselamatkan harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 
asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan hidup tersebut. 
b. Teori Kepentingan 
 Pembagian iuran pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan misalnya untuk 
melindungi masing masing orang, semakin besar kepentingan seorang terhadap 
negara, maka makin tinggi iuran pajak yang harus dibayar. 
c.  Teori Daya Pikul 
 Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya untuk dipikul, artinya pajak 
harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya 
pikul . 
d.  Teori Bakti 
 Teori ini berdasarkan iuran pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya 
secara langsung. Sebagai warga negara yang baik, rakyat harus selalu menyadari 
bahwa pembayaran pajak ialah sebagai suatu kewajiban. 
e.  Teori Asas Daya Beli 
 Teori asas daya beli ini terkait dengan pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
untuk memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk 
rumah tangga negara. Sehingga negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat 
dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 
 
1.5.5 Timbulnya Utang Pajak 
Menurut Siti Resmi (2011, h.12) “timbulnya utang pajak memiliki peran yang sangat 
penting karena bersamaan dengan pembayaran pajak, memasukkan surat keberatan, 
menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa, menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan 
menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.” 
Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang 
pajak) yaitu  ajaran materil dan ajaran formil. 





a.     Ajaran Materill 
Ajaran materill adalah dengan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukan 
undang-undang perpajakan Dalam ajaran materill ini akan secara efektif menentukan 
apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku. Ajaran ini sangat konsisten dengan penerapan self assessment system. 
b. Ajaran Formil 
Ajaran Formil berarti bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat 
ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menunjukkan apakah seorang 
dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan 
jangka waktu pembayaran dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. 
Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system. 
 
1.5.6 Pajak Daerah 
Menurut Mardiasmo, (2002, h.5) : “Pajak Daerah yaitu iuran pajak wajib 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung 
berdasarkan Undang-Undang  berlaku dipakai untuk biaya penyelenggarahan 
pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
Jenis-Jenis Pajak Daerah : 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari Pajak Daerah dan 
Retribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 
Kabupaten/Kota yaitu  : 
Pajak Provinsi terdiri atas 
a. Pajak Kendaraan Bermotor. 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
d. Pajak Air Permukaan.  
e. Pajak Rokok. 
 
Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 
a.  Pajak Hotel pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
b.  Pajak Restoran pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
c.  Pajak Hiburan pajak atas penyelenggara hiburan. 
d.  Pajak Reklame pajak atas penyelenggara reklame. 
e.  Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 
sendiri maupun diperoleh oleh sumber lain. 
f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pajak atas pengambilan mineral bukan 
logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau diluar permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan. 
g.  Pajak Parkir pajak atas peneyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.  
h.  Pajak Air Tanah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air dan tanah. 
i.   Pajak Sarang Burung Walet pajak atas kegiatan pengembalian atau pengusahaan 
sarang burung wallet. 
j.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  pajak atas bumi dan bangunan yang 
dimiliki. 
 
1.5.7 Pajak Hotel 
Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No 11 tahun 2010 Pasal 1  Hotel yang 




hotel. Pengertian Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk 
parawisata, wisma paariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 
dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. 
 
1.5.8 Rumah Kos 
Kos atau indekos sebuah jasa yang dapat menyewakan sebuah kamar atau tempat untuk 
ditinggali dengan pembayaran tertentu untuk setiap waktu tertentu (umumnya 
pembayaran perbulan). 
 
1.5.9 Dinas Pendapatan Daerah 
Menurut Mardiasmo (2002, h.132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang 
diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan yang dimiliki setiap 
daerah, Hasil yangdikelola kekayaan daerah harus dipisahkan. Menurut peraturan UU 33 
Tahun 2004 mengenai keseimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 
bahwa pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 




Menurut Suharsimi Arikunto (2010, h.110), Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban 
yang bersifat sementara kepada masalah yang ditemukan penelitian, sampai terbukti 
melalui data yang terkumpul. 
        Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Dalam Meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah Kota Palembang secara Parsial. 
Ho  :  Tidak ada pengaruh posititif antara kontribusi pemungutan pajak hotel atas 
rumah kos terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. 
 Ha  :  Ada pengaruh positif antara kontribusi pemungutan pajak hotel atas rumah kos 
terhadap pendapatan asli daerah kota Paelmbang. 
H0 : bi = 0, artinya variabel independen bukan merupakan penejelas yang signifikan 
terhadap variabel dependen. 
 Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen merupakan penjelas terhadap variabel dependen. 
 
 
2 METODE PENELITIAN 
 
2.1 Pendekatan Penelitian 
Menurut Sugiyono (2014, h.36) terdapat beberapa jenis metode penelitian anatra lain 
adalah metode penelitian kuantitatif dan Penelitian kualitatif. Metode pendekatan 
kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data 
kualitatif yang berupa angka-angka kemudian dijelaskan secara baik. Sedangkan penelitian 
kualitatif adalah pengembangan naratif yang berbentuk kata, skema dan gambaran. 
 
2.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan Asli Derah Kota Palembang 
dan subjek dalam peneilitian ini adalah pajak hotel atas rumah kost yang terdaftar di Dinas 
Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. 
 
2.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
non probability sampling. Teknik ini dapat digunakan jika peneliti tidak memiliki kerangka 
sampel yang memadai. Selain itu penelitian ini menggunakan sampel secara purposive 
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sampling. Purposive sampling ini juga disebut juga judgmental sampling yang digunakan 
dengan menetukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap 
ahli. 
a. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam peneltian ini adalah data realisasi penerimaan pajak hotel kota di Dinas 
Pendapatan Daerah kota Palembang dan sampel dalam penelitian ini adalah data pajak 
hotel atas rumah kos tahun 2011-2013. 
 
2.4   Jenis Data 
Menurut Sugioyono (2009, h.137) data dapat dekelompokkan menjadi jenis data primer 
dan data sekunder. 
a. Data Primer  
Data Primer adalah sumber data yang langsung meberikan data kepada pengumpulan 
data. 
b. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah sumber data yang tidak tidak langsung memberikan data kepada 
pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder data yang diperoleh dari laporan mengenai data pajak hotel 
atas rumah kos pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Data primer 
data yang diperoleh dengan menanyakan langsung kepada wajib pajak rumah kos di 
Kota Palembang. 
 
2.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitan ini menggunakan 
menggunakan dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan data target dan 
realisasi pajak hotel atas rumah kos yang terdaftar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
tahun 2011 s/d 2013 dan dengan teknik wawancara langsung terhadap pemilik kos. 
 
2.6 Definisi Operasional 
Menurut Sugiyono (2010, h.58), pengertian definisi operasional adalah segala sesuatu 
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 
Variabel ini dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu variabel bebas/independen 
yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat/dependen 
yaitu variabel yang timbul akibat variabel bebas atau respon dari variabel bebas. Untuk 
lebih jelas nya maka penjelasan variabel-variabel tersebut adalah 












pajak hotel atas 
rumah kos (X) 
Pemasukan yang dilakukan 
oleh pungutan pajak hotel atas 
rumah kos dengan jasa dan 
layanan yang diberikan. 
Tarif pajak hotel pph 10% berdasarkan 




PAD adalah Semua hak daerah 
yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam 
periode tertentu 
Persentase Realisasi pajak hotel atas 
rumah kos realisasi pendapatan asli 
daerah 
 




2.7 Teknik Analisis Data 
 
2.7.1  Analisis Kontribusi 
Menurut Syafrudin (2008), Perhitungan kontribusi Pajak Hotel atas rumah kos 
terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus yang di sebutkan dibawah ini  
   Pn = x 100% 
 
2.7.2 Analisis Regresi Sederhana 
Analisis ini menurut Sugiyono digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud 
meramalkan bagaimana keadan naik turunnyavariabel dependen, bila ada satu variabel 
independen sebagai predictor dimanipulasi (dinaik turun;kan nilainya). Persamaan yang 
diperoleh dari regresi sederhana adalah: 
Y = a + bX 
 
2.7.3 Uji Hipotesis 
Menurut Sanusi  (2011, h.138), Uji t bertujuan untuk mengetahui signifikan tidaknya 
pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap (Y).    
Langkah-langkah Uji Hipotesis untuk Koefisien Regresi adalah:  
1. Perumusan Hipotesis Nihil (H0) dan Hipotesis Alternatif (H1)  
H0 : β1 = 0  
Tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas (X1) terhadap 
variabel terikat (Y).  
H1 : β0 ≠ 0 
2. Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat kebebasan  
Taraf signifikansi = 5% (0,05)  
 Derajat kebebasan = (n-1-k)  
3. Kriteria Pengujian 
Apabila t dihitung < t tabel  : Ho diterima dan  Ha ditolak. 
Apabila t digitung > t tabel  Ho ditolak dan Ha diterima.   
 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos Kota Palembang 
Penerimaan target dan realisasi pajak hotel kota Palembang pada tahun 2011-2013 
adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 1 
Penerimaan Pajak Hotel AtasRumah Kos Kota Palembang 
 
Tahun Taget PenerimaanPajak Hotel 
Rumah Kos 
Penerimaan Pajak Hotel 
Rumah Kos 
2011 1.650.266.465 1.859.699.990,3 
2012 2.000.000.000 1.985.187.667,12 
2013 2.300.000.000 3.072.089.427,62 
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3.2  Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 
Target dan realisasi pendapatan daerah asli kota Palembang pajak hotel atas rumah kos 
pada tahun 2011-2013 adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 2 
Target dan Realisasi Pendatapan Asli Daerah Kota Palembang 
 
Tahun Target Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah 
2011 1.932.842.371.118,99 1.897.491.556.466,62 
2012 2.138.560.386.304,75 2.240.761.644.433,74 
2013 2.653.312.493.324,70 2.510.646.255.478,88 
                         




3.3.1 Kontribusi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Palembang 
Berikut ini adalah tabel kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap PAD terdapat 
pada tabel dibawah ini : 
Tabel 3 
Kontribusi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap PAD 
 
Tahun Pajak Hotel Rumah 
Kos 
PAD Kontribusi 
2011 1,859,699,990.3 1.897.491.556.466,62 0.098% 
2012 1,985,187,667.12 2.240.761.644.433,74  0.088% 
2013 3,072,089,427.62 2.510.646.255.478,88  0.12% 
          
           Sumber : Data yang  sudah  diolah 
 























Hasil dari regresi linear sederhana tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut 
 PAD = 1.283E12+404.874 X 
menghasilkan angka diatas 0,05 yaitu sebesar 1,838 pada tingkat signifikansi (p value) sebesar 
0,317. Oleh karena itu p value (0.317 > 0.05) maka H nol diterima dan menerima H alternatif 
artinya tidak ada hubungan secara signifikan antara kontribusi pajak hotel atas rumah kos 
terhadap pendapatan asli daerah kota palembang. Tidak memiliki hubungan yang signifikan dari 
penerimaan pajak hotel atas rumah kos terhadap dinas pendapatan daerah kota Palembang 
   
4 KESIMPULAN  
 
Berdasarkan perhitungan analisis kontribusi pajak hotel atas rumah kos adalah sebagai 
berikut: 
Tahun 2011 sampai 2013 kontribusi pajak hotel atas rumah kos setiap tahunnya mengalami 
fluktuasi. Pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 0.098% pada tahun 2012 mengalami 
penurunan sebesar 0.088% dikarenakan masi banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan 
usahaa rumah kos tersebut terkait dengan sedikitnya pengetahuan pemahaman wajib pajak 
mengenai pajak hotel atas rumah kos. Pada tahun 2013 kontribusi mengalami kenaikan sebesar 
0.12% sehingga pajak hotel atas rumah kos setiap tahunnya berfluktuasi.  
Berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana dari regersi parsial adalah sebagai berikut : 
Kontribusi pajak hotel atas rumah kos tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan pada t hitung sebesar 1.838 dengan nilai value sebesar 
0.317 sehingga perhitungan ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel atas rumah tidak 
memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 
dikarenakan masih banyaknya penghambat seperti wajib pajak yang belum terdaftar menjadi 
objek di Dinas Pendapatan Daerah dikarenakan dengan baru diberlakukannya pajak hotel atas 
rumah kos, tidak adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar iuran pajak yang harus 
dibayarkan, pengusaha rumah kos memiliki alasan mereka takut bahwa uang pajak yang mereka 
bayarkan akan dikorupsi oleh petugas pajak sehingga wajib pajak rumah kos tidak mebayarkan 
iuran pajak dan sedikitnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan mengenai pajak hotel 




Dari penelitian dan kesimpulan yang dibuat mengenai kontribusi pajak hotel atas rumah 
kos di atas, saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 
Penelitian ini dapat diharapkan agar bisa lebih mengingkatkan kontribusi pajak hotel 
khususnya peningkatan iuran pajak rumah kos yang harus dibayarkan oleh wajib pajak 
sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang dengan lebih 
menjelaskan menganai peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pajak hotel khususnya 
pajak rumah kos. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang lebih meningkatkan 
sosialisasi yang lebih banyak kepada pengusaha wajib pajak rumah kos mengenai peraturan 
pajak dan tata cara membayar pajak dengan lebih memudahkan wajib pajak dalam 
membayar iuran pajak tersebut sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah Kota Palembang. Pihak Dinas Pendapatan Daerah juga diharapkan meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah bukan dari peneriman pajak hotel saja tetapi juga dapat 
meningkatkan dari pajak lainnya. Sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah kota 
a. Dependent Variable: 
y 
 
    
  11 
 
 
Palembang terus meningkat dan penelitian ini hanya tertuju pada satu kota yaitu Kota 
Palembang. 
 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya disarankan lebih menambah objek Pajak Hotel dan memperluas wilayah 
penelitian yang dianggap memiliki potensi yang baik bagi penerimaan Pajak Hotel atas 
rumah kos. 
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